
- 1 -

WALI KOTA BALIKPAPAN 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN 
NOMOR 18 TAHUN 2021 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2016 
TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wall Kota Nomor
14 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian 
Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, perlu dilakukan 
penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Wali Kota 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat 
II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756);
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Menetapkan:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573);

4 . Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 
Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 
Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG 
KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 
DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 
2016 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 2
(1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:

a. integritas;
b. kredibilitas;
c. objektivitas;
d. efisien;
e. efektif;
f. transparan;
g. terbuka;
h. bersaing;
i. adil/tidak diskriminatif; dan
j. akuntabel.

(2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
a. integritas mempunyai makna cara berpikir, berkata, 

berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar 
serta memegang teguh Kode Etik dan prinsip-prinsip 
moral;
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b. kredibilitas mempunyai makna tingkat kepercayaan 
terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pada 
Pemerintah Daerah dari SKPD/unit 
kerja/masyarakat penyedia, yang dapat dibentuk 
dan diwujudkan melalui kualitas output dan kinerja 
yang baik;

c. objektivitas mempunyai makna sikap jujur yang 
tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan 
pribadi atau golongan dalam mengambil putusan 
atau tindakan;

d. efisien mempunyai makna bahwa Pengadaan 
Barang/Jasa harus diusahakan dengan 
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk 
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang 
ditetapkan atau menggunakan dana yang telah 
ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran 
dengan kualitas yang maksimum;

e. efektif mempunyai makna bahwa Pengadaan 
Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan 
sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya;

f. t ran spar an mempunyai makna bahwa semua 
ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa 
bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia 
Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat 
pada umumnya;

g. terbuka mempunyai makna bahwa Pengadaan 
Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia 
Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan atau 
kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 
prosedur yang jelas;

h. bersaing mempunyai makna bahwa Pengadaan 
Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan 
yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia 
Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan 
sehingga dapat diperoleh Barang/jasa yang 
ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada 
intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme 
pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

i. adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa 
memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 
Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk 
memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan 
tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan

j. akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai 
dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan 
Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat 
dipertanggungj awabkan.



- 4 -

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 8

(1) Komite Etik terdiri atas:
a. Dewan Pembina dijabat oleh Wali Kota;
b. Dewan Penasehat dijabat oleh Sekretaris Daerah, 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia dan Inspektur Daerah;

c. Ketua merangkap anggota dijabat oleh Kepala 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 
Daerah;

d. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala 
Subbagian Pengelolaan Barang dan Jasa Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;

e. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri atas:
1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;dan
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi 

Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(2) Apabila Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c diduga dan/atau melakukan pelanggaran 
Kode Etik, maka dalam pelaksanaan tugas dan 
kewenangannya tidak diikutsertakan dan diganti oleh 
salah satu anggota Komite Etik sebagai Ketua dan 
ditambah satu orang anggota dari unsur Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh 
Dewan Penasehat.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik

diusulkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan 
Jasa Sekretariat Daerah.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Wali Kota.

4. Pasal 12 dihapus.

5. Ketentuan ayat (1) dan huruf b ayat (2) Pasal 13 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, 

laporan SKPD, media massa, dan/atau pihak lain di 
luar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan 
dengan mekanisme:
a. sekretariat Komite Etik menyusun telaahan atas 

pengaduan yang diterima dan menyampaikannya 
kepada Ketua Komite Etik;
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b. ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik 
yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas 
pengaduan;

c. rapat Komite Etik membahas dan membuat 
kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak 
layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan 
dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang 
patut kepada pihak pengadu;

e. apabila layak proses penanganan pengaduan 
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang 
Komite Etik, dengan:
1. pemanggilan para pihak;
2. pengumpulan bukti; dan
3. pemeriksaan bukti.

f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang 
ada, Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada 
atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik;

g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah 
terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, maka dalam 
putusannya Komite Etik harus mencantumkan 
sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat 
struktural dan/atau pejabat fungsional pengelola 
pengadaan barang/jasa Daerah yang melanggar;

h. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Wali Kota 
dengan tembusan kepada Wakil Wali Kota, 
Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan Sekretaris Daerah untuk diambil 
keputusan; dan

i. Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan 
pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Komite 
Etik.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g berupa:
a. teguran tertulis;
b. mutasi dari Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa/SKPD;
c. penghentian tunjangan kerja paling sedikit 3 (tiga) 

bulan;
d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah; 

dan/atau
e. pemberhentian jabatan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) , dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran Kode
Etik yang tidak bersifat bertingkat dan dalam satu
pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi
sekaligus.

6. Ketentuan huruf g ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Komite 

Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang 
dibentuk dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan dengan mekanisme:
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a. ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik 
yang dipersiapkan oleh Sekretariat Komite Etik 
untuk membahas hasil temuan;

b. rapat Komite Etik membahas dan membuat 
kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak 
layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan 
dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang 
patut kepada pihak pengadu;

d. apabila layak proses penanganan hasil temuan 
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang 
Komite Etik, dengan:
1. pemanggilan para pihak;
2. pengumpulan bukti; dan
3. pemeriksaan bukti.

e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada 
Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau 
tidak pelanggaran terhadap Kode Etik;

f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah 
terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik maka dalam 
putusannya Komite Etik harus mencantumkan 
sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat 
struktural dan pejabat fungsional pengelola 
pengadaan barang/jasa Daerah yang melanggar;

g. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Wali Kota 
dengan tembusan kepada Wakil Wali Kota, 
Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan untuk diambil keputusan; dan

h. Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan 
pemberian sanksi berdasarkan putusan Komite Etik.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f berupa:
a. teguran tertulis;
b. mutasi dari Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa/SKPD;
c. penghentian tunjangan kerja paling sedikit 3 (tiga) 

bulan;
d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah; 

dan/atau
e. pemberhentian jabatan.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan 
berdasarkan tingkat pelanggaran Kode Etik tidak 
bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi 
dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 15
Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik 
dibentuk Sekretariat secara ex-officio bertempat di Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

8. Ketentuan huruf d Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut:
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Pasal 16
Sekretariat Komite Etik mempunyai tugas untuk:
a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran 

Komite Etik;
b. melaksanakan surat menyurat Komite Etik;
c. melaksanakan persiapan rapat Komite Etik;
d. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan 

Komite Etik;
e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Komite Etik;
f. mempersiapkan putusan Komite Etik;
g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang 

Komite Etik;
h. menyusun laporan Komite Etik; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Komite Etik.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 17
Surat Sekretariat Komite Etik ditandatangani oleh Kepala 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 
selaku Ketua Komite Etik.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan 
pada tanggal 25 Juni 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN, 
ttd

RAHMAD MASTJD

Diundangkan di Balikpapan 
pada tanggal 28 Ju n i 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FAD LI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR19

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

YEMMIE HBNDRAWAN PUTRA


